
BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian dari BAB III dapat disimpulkan 

1. Pendapat Hakim Tentang Penarikan Paksa Jaminan Fidusia Oleh Pihak 

Ketiga Berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/Pn Pdg. Putusan 

hakim berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan 

pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti 

dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu 

hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. 

Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan 

mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, 

pertimbagan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan 

putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya. 

2. Akibat Hukum Penggunaan Jasa Pihak Ketiga Dalam Penarikan Objek 

Sengketa Oleh Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Putusan Nomor 

35/Pdt.G.S/2021/Pn Pdg Suatu perjanjian akan mencapai tujuan, jika para 

pihak melaksanakan ketentuan-ketentuan/klausul yang terdapat dalam 

akta perjanjian. Namun kenyataannya tidak semua perjanjian dapat 

mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Perbuatan Tergugat yang telah 

melakukan penarikan paksa terhadap objek sengketa melalui debt collector 

tanpa disertai dokumen jaminan fidusia pada waktu penarikan adalah 

merupakan perbuatan melawan hukum. Pasal 1 PMK 
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No.130/PMK.010/2012, perusahaan pembiayaan yang melakukan 

pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan yang dijelaskan d iatas maka saran yang dapat 

diberikan dalam penelitian ini adalah 

1. Dasar  pertimbangan  Majelis Hakim,  maka  dalil-dalil  gugatan  yang 

termuat  dalam  posita  gugatan  maupun tuntutan  yang  termuat  dalam  

petitum gugatan  menurut  Majelis  adalah berdasarkan  hukum  dan  tidak 

bertentangan  dengan  hukum,  maka sepatutnya  untuk  dikabulkan  

sebagian dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek). 

2. Jika debitur mengalami kemacetan dalam hal pelunasan hutangnya, belum 

tentu debitur tidak mempunyai itikad baik dalam melunasi hutangnya. 

Karena itu seharusnya pihak perusahaan pembiayaan konsumen dalam 

menyelesaikan kredit macetnya, terlebih dahulu melihat itikad baik dari 

debitur lalu menawarkan kepada debitur dengan cara rescheduling 

(penjadwalan kembali) dan restrucruting (penataan kembali) kredit 

macetnya 
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